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donesia Nomo 
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c. bahwa berdasarkan 
dimaksud pada huruf a d 
Peraturan Bupati tent 
Daerah clan Keluar Da 
Pejabat Negara, Pegawai 
Tetap dan Pejabat L · 

1. Undang-Und ...... Mengingat 

• 

• • 

a . • 
• bahwa dalam rangka mendukung segala kegiatan yang 

dilakukan di tingkat Kecama , Provinsi dan Iuar 
Provinsi maka kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri 
Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pejabat lain yang 
disetaraka 11 diperintahk.a 11 un tuk melakukan 
perjalanan dinas; 

b. bahwa dala 111 rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, 
kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas satuan 
biaya perjalanan dinas yang bersum dax·i 
Pendapatan dan Belanja 
penyesuaia 11 terhadap Per 
26 Tahun 2014 tentang 
Keluar Daerah bagi Pe· 
Anggota DPRD, Pegawai 
Tidak Tetap dan Tenaga S 

Menirnbang 
BUPATI MALAKA, 

DENGAN HMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DAN KELUAR DAE· BUPATEN 
MALAKA BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK 

TETAP DAN PEJABAT LAIN YANG DISETA N 

• 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATI MALAKA 
NOMOR 24 TAHUN 2017 

BUPATI MALAKA 
PROV1NSI NUSA TENGGA 
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PasaJ 1 
Dalarn Peraturan ini, yang dimaksud dengan: 

· l . Daerah adalah Kabupaten Malaka. 
2. Pejabat Negara adalah Bupati clan Wakil 
3. Sekretaris Daerah adalah Sekre 
4. Pegawai Negeri Sipil y 

Kabupaten Malaka 
oleh pejabat 
dalam 
pe 

BAB I 
KH:'fENTUAN UMUM 

• 

PERATURAN BUPATI TENTANG 
DALAM DAERAH DAN KELU 
MALAKA BAGI PEJABAT NEGA 
PEGAWAI TIDAK TETAP D 
DISET KAN . 

• 
• Menetapkan 

• 
• MEMUTUS • 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara. Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali tera.khir derigan Unda.ng 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

• 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 teritarig 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembara r1 Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 208, Tarnbahari 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4031); 

5. Peraturan Menteri Dala111 Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
ten tang Pedoman Pengelolaa 11 Keuangan Daerah 
sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Per ubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dala 1·11 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedornan 
Pengelolaan Keuangan Daerah; · 

6. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 54 Tah1111 2009 
tenta rig Tata Naskah Dinas Di Lingkunga 11 Pemerin 
Daerah; 

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 
ten tang Perjalanan Dinas Dala r11 Negeri Bagi Pejabat 
Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap. 

• 
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• 

Pejabat 21. Pej 
D 

Batas Ko a adalah daerah adminsitrasi yang diten 
dcngan 5 kilometer dari tempat kedudu . 

19. Vang Persediaan yang selanjutrr a disingkat UP 
dalam jumlah tertcntu yang diberikan kepad 

. unruk rnernbiay i k giatan operasiorial sehari-h 
tidak mungkin dil m lalui rnekanisme pemb 

20. Uang Representasi adalah uang representasi perjal 
<lib rikan kep · t Negara, Pejabat Eselon 
di ctars 
kc pen · 
dan 

12. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihi g terlebih dahulu 
[pre-calculated amount] dan dibayarkan sekaligus. 

. l 

13. Bia. -a Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran 
yang sah untuk biaya transport / tiket pesawat dan kapal laut. 

14. Perhirungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas vang 
dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku. 

15. Ternpat · edudukan adalah lokasi kantor/satuan ke · 

16. Ternpa Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tuj 
1 7. Kota adalah kota kabupaten pembagian wilayah ad 

di bawah Pro, insi. 

• 

i l. 

• 

b. 

- f . 

l) . • 

P ~""'''·:.:1.i. I'idak T eta yang selanjutnya disingkat adalah Pegawai yang 
diarigk .. at rmtuk jangka '"T ktu tertentu guna melaksanakan tugas 
pernerintahan dan pernbarigrma.n yang bersifat teknis profesional dan 
tdruin ietra si sesuai dengan kebutuhan dan kernampuan organisasi. 

P rjalanan Dinas .Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas kota 
dan · atau dalarn Kot dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, 
m laksannk: 11 t11g, s, dan kernbali ke ternpat kedudukan semula di dalarn 
daerah Kabuj; a t 11 Mala ka. 
Perialanan Din: s .Iabatan dalam kota adalah perjalarian dinas jabatan 

• 
sarnpai engan radius 5 k:r11 dai i tern pat kedudukan. 
Perr ngkat Daerah adalah Unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dalarn penyyeleriggar'aari urusan pemerintahan 
~·a11::- rnenjadi kewenangan daerah. 
Pejabat yang Berweriang adalah Pen na Anggaran/Kuasa Pengguria 

nggaran atau pejabat yang diberi weweriarig oleh Pengguria 
Anggararr/Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Perangkat Daerah. 
Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah 
dokurnen yang diterbitkan oleh Pengguria Anggaran/ Kuasa Pengguna 
Anggaran dalam rangka Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai 

[egeri. Pegawai Tidak Tetap dan Pihak · . 
Pelaksana Surat Perin Perjalanan Dinas adalah Pejabat Negara, Pegawai 
1 egeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan Perjalanan 
Dinas. 

• 

• 
i 
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e. 

• 

adap Majelis Penguji 

Pasal4 
Perjalanan Dinas Jabatan dil kan dalam rangka: 
a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada j 

• 

b. mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya; 
c. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian ja 

di luar tempat kedudukan.; 

BAB IV 

PERJALANAN DINAS JABATAN 

• 

• 

• • erja 

prioritas 

d. diharuskan 
mengha 

sebagai 
Pasal 3 

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip 
berikut: 
a. selektif,' yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan 

yang berkaitan denga.n penyelenggaraan pemerintahan; 
b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian 

Pemerintah Daerah; 
c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan 
d. ntabilitas pemberian perintah pelaksanaan 

pembebanan biaya perjalanan dinas. 

• 

BAB III 
PRINSIP PERJALANAN DINAS 

• 

Pasal 2 
(1) Peraturan irii mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban 

Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD. 
Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan tenaga sipil lainnya, }·ang 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Malaka. 

(2) Perjalanan Dirias sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perjalanan 
Dinas Jabatan yang meliputi: 
a. Perjalanan Dinas Jabatan; 
b. Perjalanan Dinas Pindah. 

(3) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. Pegawai Negeri Sipil; 
b. Calon Pegawai Negeri Sipil. 

• 

AN DINAS 
BAB II 

RUANG LINGKUP PERJA.~ 

• 
22. Pejabat Lain Yang Disetarakan dengan Sekretaxis Daerah adalah Anggota 

DPRD I(abupaten Malaka. 

• 

~4- 

, . 

• 



- 

• 

- 

• 

• 

Pasal 7 
( 1) Surat Perintah Tugas clan SPPD sebagaimana 

diterbitkan oleh: 
a. Perjalanan dinas dala 111 wilayah Ka bu paten Mal 

1. Bagi Kepala Dinas/Badan/Satuan 
Praja/Kantorj'Bagiau/Camat yang melaks 
dala 111 wilayah Kabupaten Malaka, Surat Pe 
Malaka. 

2. Apabila Bupati Malaka tidak berada di te 
s it dan/ atau alasan lainnya, maka 
di datangani oleh Wakil Bupati Malaka. 

3. Bagi pejabat Eselon III, Eselon IV dan staf 
Satuan Polisi Pamong Praja / Kantor / B 
melaksanakan perjalanan dinas dalam wi 
Surat Pcrintah Tugas dan SPPD ditandata 
Kepala Perangkat Daerah yang bersangku 

Perangkat Daerah tid 
da.n/ atau alas 

• 

(1) Perjalanan Dinas Jabatan oleh Pelaksana SPPD dilakukan sesuai perintah 
atasan Pelaksana SPPD yang tertuang dalam Surat Perintah Tugas. 

(2) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan sesuai perintah atasan dan 
hanya, berdasarkan surat perintah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) adalah perjalana r1 dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
ayat (2} . 

• Pasa16 

Jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 
• 

b. Perjalanan Dinas 
(delapan) ja 111. 

• 

Pasal 5 . 
(1) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) 

digolongkan menjadi: 
a. Perjalanan Dinas Jabatan yang melewati batas kota; dan 
b. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan dalam kota. 

(2) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam Kota sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) huruf b terdiri atas: 
a. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; 

dan 

- 

• 

... t f. rnerigi ku ti pendidikan setara Diploma/Sl/S2/S3; 
g. ditugaskan mengikuti pendidikan dinas, kursus/Diklat di luar tempat 

kedud'ukan. 
11. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat 

Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalarn melakukan Perjalanan 
Dinas; atau 

i. menjemput/mengantarkan ke tempat pernakarnan jenasah Pejabat 
Negara/Pegav,rai Negeri yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang 
ter ir ke kota tempat pemakarnan. 

• 
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• 

•, 

• 

• 

• 

• 

5. Khusus pada lingkup Sek.retariat Daerah Kabupaten Malaka, Kepala 
Sub Bagian dan staf yang melaksariakan perjalanan dinas Surat 
Perirrtah Tugas dan SPPD ditandatangani oleh Kepala Bagian 
masing-rnasing atas na 111a Sekreta ris Daerah . 

6. Bagi pejabat pada Sekolah (SD da r1 SMP) yang mel an perjalanan 
dinas dalarn wilayah Kabupaten Malaka, Surat Perintah Tugas dan 
SPPD ditandatangani oleh Kepala Sekolah. 

b. Perjalanan dinas keluar daerah (di luar Wilayah Kabupaten Malaka): 
• 

1. Bagi Pejabat Eselon II, III, IV dan Staf yang melaksanakan perjalanan 
dinas keluar daerah Kabupaten Malaka, Surat Perintah Tugas 
d.itarida.ta ngarii oleh Bupati Malaka. 

2. Apabila Bupati Malaka tidak berada di tempat karena tugas, cuti, 
sakit da 11/ atau alasan lainnya, maka Surat Perintah Togas 
ditandatangani oleh Wakil Bupati Malaka. 

3. Bagi Pejabat Eselon II, III, IV dan Staf yang melaksanakan perjalanan 
dinas keluar daerah SPPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran 
atau Kuasa Pengguna Anggaran. 

4. Bagi Pimpina.11 dan Anggota DPRD yang melaksanakan perjalanan 
dinas baik dala 111 wilayah Kabupaten Malaka maupun keluar daerah 
Surat Perin Tugas dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris 
DPRD. Surat Perintah Tugas tersebut berda.sarkan Nota Persetujuan 
dari Pimpinan DPRD sesuai ketentuan Tata Tertib DPRD Kabupaten 
Malaka. 

5. Bagi pejabat pada sekolah (SD dan SMP) yang mel kan perjalanan 
dinas ke luar daerah Kabupaten Malaka, Surat Perintah gas 
ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati da r1 SPPD ditandata ngani 
eleh Kepala Dinas. --. 

6. , B:. . .~e1~pa.; , ... · · · · ~rri . . ·~ ,,, '.,t,::UmuJ,n. ..... ..ltlf!t"~·I:.[, ~"'t"-~ . ' ' .. \ •. ~W.- e . . . ' ' ~ 1,,,..'1' ·, i "'"t·' - 
mela kuka Cl peIJ a r1a1 l a.·frfg-g - ke , .... lua.r 
untuk rujukan pasien, Surat 
ditandatangani oleh Direktur. 

(2) Kewenangan penerbitan Surat Perintah 
dimaksud pada ayat 1 dapat didelegasikan k 

3) Surat Perintah gas dan SPPD sebagaim 
paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai 
a. pemberi tugas; 
b. pelaksana SPPD; 
c. w tu pelaksanaan tugas; dan 
d. tempat pelaksanaan tugas. 

4) Perj alanan dinas dalam kota dan 
Perintah gas dan SPPD ditanda 
Pengguna Anggaran, 

5 Surat 

• 

-b- 

• 

• 



• 

• 

' 

di luar 
Bupati ini 

• 

c. uang s ; 
(5) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b 

merupakan biaya yang diperlukan untuk perjalanan dinas pergi-pulang 
da r·i Betun ke Kupang dilanjutkan ke Ibukota Ka bu paten dalam 
wilayah Propinsi NTT yang berada di luar pulau Timor maupun 
keternpat tujuan di luar wilayah Propinsi NTT dan dari Betun ke 
Ibukota Kabupaten yang berada . dalam wilayah Pulau Timer yang 
dibuktikan denga 11 tiket pesawat, tiket kapal laut atau tiket bis / travel; 

(6) . Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dari 
Betun ke Kupang dapat menggunakan transportasi udara melalui 
Atambua yang dibuktikan denga.11 tiket pesawa~ 
di bayar seeara ,jil,ir ai;ira untuk Bupati, W.. 
dan .anggotaD'PRf), ej·af>at··Eselon12·· dari 
Wakil Bupati serta S yang memfasilitasi 

(7) Biaya penginapan/hotel sebagaimana dim 
merupakan biaya yang diperlukan un 
sejenisnya yang dibuktika 11 dengan bu 
ditempat menginap lainnya; 

(8) Dalam hal Pejabat yang melakukan perj 
menggunakan biaya penginapan/hotel 
diberikan biaya penginapan sebesar 30 °/o 

. hotel di kota tern pat tujua 11 pelaksana 
secara lumpsum sebagairnana tersebut d 

(9) Biaya penginaparr/botel sebag · 
di bayar k · 'il 
biaya 
1. ibu 

• 

• 

(2) 

.. 

• 

• 

e Pasal8 
( l) Biaya perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen-komponen 

subnga i berikut: 
~1. uarig hnriarr; 
b. biaya t ransport: 
c. biaya penginapan; 
d. uang rcpresen tasi; 
e. sewa kcridaraan dalarn kota;dan 
f. biaya rnenjemput./ mengantar jenasah. 
Sewa keridaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) point e hanya 
diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati dan dibayarkan sesuai biaya 
riil; 
Biaya sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat 
pada Larnpira 11 VI Peratura 11 Bupati ini; 

(4) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ·dibaya.rkan 
secara lumpsum meliputi: 
a. 'uarig makan; 
b. uang transport Iokal; 

(3) 
• 

BABV 

BIAYA PERJALANAN DINAS 

• 



• Jena 
a1·1 sec 

juta rupi 

• 

dimaks 
Perj 

tuan se 
, biaya 

psum 
dal 

sebagai 
ti 

(2) Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalan 
tingkat pendidikan sebagai berikut: 
a. Tingkat Cl (Golon.gan III) untuk Pendidikan 
b. Tingkat C2 (Golongan II dan I) 

Sarjana. 

(3) Biaya Perjalanan 
diberikan - 

• 

Pasal 9 
pasal 7 (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam 

ayat ( 1}, digolongkan dala 111 3 (tiga) tingkat yaitu: 
a. Tingkat A untuk Pejabat Negara (Bupati dan W ·1 Bupati); 
b, Tingkat Al untuk Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah; 
c. Tingkat A2 untuk Anggota DPRD; 
d.' Tingkat B untuk Penjabat Eselon II-B; 
e. Tingkat C untuk Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV J>OJ'l 
f. Tingkat Cl untuk Pejabat Eselon IV /PNS/C 

J abatan/ PI1' Sarja na. 
g. Tingkat C2 untuk PNS / CPNS Golongan II da tt 

• 

' 

r 

• • 

• 
f (10) Dalam hal bukti pengeluaran untuk biaya penginapan/hotel kurang 

dari jumlah yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (9} 
angka 1 dan angka 2 rnaka terhadap kelebihan tersebut harus disetor 
kembali ke kas daerah melalui bendahara pengeluaran Perangkat 
Daerah. 

(11) Apabila bukti pengeluaran untuk biaya penginapan/hotel lebih dari 
jumlah yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) angka 1 
dan angka 2 maka terhadap kekurangan tersebut tidak diperhitungkan 
lagi oleh bendahara perigeluaran Perangkat Daerah. 

(12) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 
dibayarkan secara lumpsum kepada Bupati dan W ·1 Bupati, Pimpinan 
dan Anggota DPRD serta Pejabat Eselon II selama melaksanakan 
perjalanan din.as jabatan di luar wilayah Kabupaten Malaka. 

( 13) Bia ya menjemput/ mengantar jenasah sebagaima 11a dimaksud pada 
ayat (1) huruf f meliputi biaya bagi penjemput/pengarttar, biaya 
pemetian dan biaya angkutan jenasah Pejabat yarig meninggal dunia 
dalam melaksanakan tugas kedinasan. 

(14) Komponen biaya Perjalanan Dinas .Jabatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dicantumkan pada Satuan Biaya Perjalanan Dinas 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, IV, V, VI dan VII yang 

• 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 

• 

• 

.. 
• 

-8- 



• 
• ma 

Dinas 
• ag 

• • 

a tan 

Pasal 13 
Dinas Jabatan menggun 

ai dengan ga tiket k 
Dala r1·1 hal Perjalanan 
transportasi dibayar 
pendukung lai 

• .• ; 

• Pasal 12 
(1) Biaya tiket pesawat bagi Tingkat Al, Tingkat B, Tingkat C, Tingkat C 1, dan 

Tingkat C2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1) ditetapkan 
setinggi-tingginya Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) dan dibayarkan uang 
muka sebesar Rp.3.000.000 (tiga j uta rupiah) sebelum perjalarian dinas 
dilaksanakan atau dibayarkan sebesar ta · an disertai bukti pendu g 
berupa tiket pesawat, pergi pulang sebelum keberangkatan. 

(2) Biaya tiket pesawat bagi Tingkat A (Bupati da r1 W ·1 Bupati) dibayarkan 
sesuai bukti tagihan dan b ti pendukung yang • 

(3) Apabila harga tiket pesawat kurang dari 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka 
kembali ke kas daerah melalui bendahara penge 

(4) Apabila harga tiket pesawat lebih dari ba 
dimaksud pada ayat 1) maka kele bihan ters 
bersang tan. 

Pasal 11 
Tenaga Sipil lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) dapat 
mela kan perjalanan dinas atas perintah Pejabat yang berwenang, dan 
diberikan biaya perjalanan dinas dengan ketentuan: · 
a. sua mi.' istri/ a nggota keluarga inti diberikan biaya transport seta ra dengan 

biaya perjalanan dinas pejabat yang beraangktrtan dan dibayar secara 
lumpsum; 

b. tokoh agarna/rohaniwan, tokoh rnasyarakat, tokoh adat, wartawan dan 
lainnya diberikan biaya transport setara dengan biaya perjalanan dinas 
golongan III dan dibayar secara lumpsum. 

Pasal 10 
Biaya transportasi untuk perjalanan dinas sebagaiman dimaksud dalarn Pasal 
5 ayat 1 huruf b dan ayat 2 hut uf b tercanturn dalarn T arnpiran III Perat irari 
Bupati. 

(4) Biaya Perjalarian Dinas Jabatan 'urrruk meng ti rapat, seminar dan 
sejenisnya dibayar sesuai dengan ketentuan dan atau disesuaikan dengan 
pembebanan biaya berdasarkan surat/undangan panitia,' penyeleriggara. 

• 

-9- 
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f. 11 < I 

• 11·1 S 
kar 11' n , 

rangl at 

• rnsm 
(2) 

Pasal 16 
n biaya Perjalana r1 Dinas diberik 

r i dalam Dokumen Pel sanaan 

BAB VII 

PELAKS N DAN PROSED 
PEMBAYA N BIAYA PERJAL 

(IJ 

' 

• 

( ) P ialanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan biaya 
, n ribu si ditanggung oleh panitia penyelenggara maka ha nya dibayar 

uang l1a.1·ian berupa uang saku dan transport lokal. 
(4} Lamanya perjalana r1 dinas dala rr1 daerah Kabupaten Malaka ditetapkari 

mak irnal 3 [tiga] hari, kecuali Perangkat Daerah yang rnelakukan 
perjalanan dinas dalarn rangka pendataac1/pemuktahira11,. penagihan 
pajak dan retribusi daerah serta audit yang dila kan Inspektorat Daer . 

5) Lamanya perjalanan dinas bagi sopir Kepala Dirras /Baclan y Sattran Polisi 
P mon Prajay Bagian z Carnat ditetapkan sama dengan larnanya perjalanan 
dina pejabat yang diantar ke Ibu Kota Propinsi dan Kabupaten/Kota 
s daratan Timor . 

perididikan 
simal SOo/o 

surat dari 
pemerintah 

Pasal 15 
l) Lam .11> { ~ ('1jr1I~111a11 dinas dalam daerah Kabupaten Mal a da11 keluar 

1:1 ·,1 :tl1 d 1.larr1 Wilayah Provirrsi N serta keluar wilayah Provinsi N 
L11tt'111.t1ka11 menurut kebutuhan, sifat dan jenis kegiatan ya.ng 

il ks· nakan oleh masing-masing Perangkat Daerah yang selarij utnya 
dir tapkan dengan Surat Perintah Togas da.r1 SPPD oleh pejabat yang 
bet"\\·enang. . 

} Lamanya p rjalanan dinas dalam rangka magang dan 
pela tilrar t k.nis lebih dari 10 (sepuluh) hari dibayarkan m 
d ri j urnlah hari pelatihan yang dibuktikan dengan 
p nv lenggara urituk kegiatan yang diselenggarakan oleh 
p l .. 

BAB VI 
LAM ANY A PERJALANAN DINAS 

... 
• 



Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, 
Nomor 26 T un 2014 tentang Perjalanan Di 
Daerah bagi Pejabat Negara, Pimpina r1 dan 
Daer , Pegawai egeri Sipil, wai Tidak T 
sebagaimana diub a kali ter 
Mal a g Perub 

un 2014 
agi Pejabat 

, Pegaw · 
abut d 

Pasal 20 • 

IX 

y~a.11g rnelakukan pernalsuan do men, menaikan dari harga sebenarnya 
(mark up). da r1 ,, atau Perjalana 11 Dinas rangkap (rnelakuka r1 dua kegiatan pada 
wai tu ya rig sama dengan biaya dari dua sumber , yang ber ibat ker ugian 
daer m a yang bersa rig ta r1 bertanggungjawab sepenuhnya atas seluruh 
tind -a 11 ya rig dil ka ti. 

Pasal 19 
' 

sanaan perjalanan dinas. 

hotel bukti bill dan , tax • airport c. 

ggaran da11 pejabat di 
terkait yai ig menj adi 

J abatan se bagaimana 
men berupa: 

{ ?) p ertan ngjawaban biaya Perjalanan Dinas 
dim sud pada ayat (1 denga.11 melarnpirkari do 
a. Surat gas da r·i atasan Pelaksa 11a SPPD-; 
b. SPPD yang tel · ditandatangani oleh Pengguna 

tern pat pel sa naan perjalana 1·1 dinas atau pih 
tempat tujuan perjalanan dinas; 
w_ cet pesawat, boarding pass, 

• penginapa11 · 
d. T .aporan pel 

Pasal 18 
1) sa riaan Perjalanan Dinas 

kepada pemberi tugas da11 biaya Perjalarian Dinas kepada Pengguna 
Anggaran paling lambat 5 lima) hari kerja setel Perjalanan Dinas 
dilaksanaka n. 

DIN AS 
BAB VIII 

PE ANGGUNG\.JA\V AN BIAYA PERJALAN 

' 

- 11 - 
• 

• 



TAHUN 2017 NOMOR ... BUPATEN MALA 

• DONATUS BERE 

• 

' UPATEN 

• 

Diunda ngka 11 di Betun 
pada tanggal ... 2017 

~STEFANUS BRIA SE 

' 

' • 

Ditetapkan di Betun 
pada tanggal 2 Mei 201 7 ,,,, 

• 

Pasal 21 
Pera turan Bupati ini rnulai berla pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orarig menget uinya, memerintahkan penguridarigan Peratura 11 
ini dengan penempatax1nya dalam Berita Daerah Kabupaten Malaka . 

• 

... 
• 

• 

..., 12 - 



ti • • • f • • • • • • • • • • • r 

, Nusa Tengg 
....... e-mail. 

' 

BUPATI 

Dikeluarkan 
pada ggal 

• . . " .. .. . . . . . .. - .. o. Laman ya 

• . , .. 

• 

'\ 

• . . . 3. Tern pat kedudukan 

4. Maksud Perjalanan 

• 
• • ••• " <( . 

• . . . NIP 
.Jabatan 

• .. . ' . I 
• 
• Pengikut 

• •· t .. 

..................................................... 

. . 
2. Penerima Tugas • 

• 

Narna • • 

NIP • 
• 

Jabatan • 
• 

1. Pejabat/Pemberi Tugas : BUPATI MALAKA 

NOMOR ., . 
SURAT PERINTAH TUGAS 

• 

I _, __ --It -21 £ I & 1--- i i 

• • 

' . 
• 
I 

FORMAT SURAT PERINTAH TUGAS 

• 

• 
I PERATURAN BUPATI MALAK.A 

NOMOR 24 TAHUN 2017 
TANGGAL 2 MEI 2017 

LAMPI 

' 
' 

• 
- 13 - 

• 

• 

' 

• 

• 

• 



• 

I 

' 

I 

, NAMA 
PANG 

NIP . 

a.n. BUPATI M 
SEKRETARI 

Dikeluarka r1 
pada tanggal 

• r 

• 

• 
• 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 5. Lamanya 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• 
• 4. Maksud Perjalanan 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 
• 3. Tempat kedudukan 

. . • 
• 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• • 

• 

. . • • 

• 
• • • Pengikut 

Nama 
NIP 
Jabatan 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

2. Penerima Tugas • • 
Nama • • 

NIP • • 
Jabatan • 

• 

BUPATI MALAKA Pejabat/Pemberi Tugas : 1. 

I 

' I 

• I 
I 

• NOMOR . 
SURAT PERINTAH TUGAS 

5110304 --- __ , -·--·------£-----& -•as• 221111 au 1:1 •- 
221: t•uua 122•20 

website . 

PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA 
SEKRETARIAT DAE H 

Jal an Nomor Betun, Nusa Tenggara Timur 85762 
Telp. (0389) , Faks. (0389) e-mail . 

• 
• 

- 14 - 



NAMA 

tang 
BUPATI 

• 

lain-lain 

9. Pembebanan Anggaran 
a. lnstanst 

b. Mata Anggaran 

' 

8. Pengikut 

7. a. Lamanya Perjalanan Dinas 
b. Tanggal berangkat 
c. Tanggal harus kembali 

• 

6. a. Tempat berangkat 
b. Tempat tujuan 

• 

r 
5. Alat angkut yang dipergunakan 

• 

4. Maksud Perjalanan Dinas 

3. a. Pangkat dan Golongan menurut 
PP No. 30 Tahun 2015 
b. Jabatan 

c. Tingkat menurut peraturan 
perjalanan 

• 
2. Nama Pegawai yang diperintah 

• 

1 . Pejabat yang memberi perintah 

• 

BUPATIMALAKA 

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS 
(SP PD) _;_~~~~~~~~~~~~~~~ 

• ' . Nomor 
••••••••••••••••••••••• 

••••••••••••••••••••••• 

• 

Lembar ke : 
Kade No : 

• 

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MALAKA 
NOMOR 24 TAHUN 2017 
TANGGAL 2 MEI 2017 

FORMAT SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS 

• • 
• 

• - 15 - 



itkan SPP 
· VI I. 

VI. CATATAN • 

• 
NAMA 

BUPATI MALAKA, 

' 

• 

V. Tiba kembali di Betun 
Pad a tanggal . 
Telah diperiksa, den 
bahwa perjalanan 
dilakukan atas 
mata untuk k 
waktu yang se 

I 

• 

• . .. 
• . . • .. . . 
• . , .. Berangkat dari 

Ke 
Pada tanggal 
Kepala, 

• .. .. . JV.Tiba di 
Pada tanggal 
Kepala, 

' 

• 
• .. t .. 

• . .. " .. 
. . . • .. ' . Berangkat dari 

Ke 
Pada tanggal 
Kepala, 

• Ill. Tiba di 
Pad a tanggal : . 
Kepala, 

• . . ' ' . 
• . " , .. 
• .. .. Berangkat dari 

Ke 
Pada tanggal 
Kepala, 

• 11. Tiba di . . " . 
Pad a tanggal : . 
Kepala, 

.. . , ,. . • SPPD No. 
Berangkat dari 
(tempat kedudukan) : . 
Pada tanggal : . 
Ke . . . "' . 

• Selaku pelaksana teknis kegiatan 

• 

' ' 

- 16 -· 



MA 
AMGKAT 

NIP. 

ikeluarkan 
pad a 

• 

"S. Keterangan lain-lain 

9. Pembebanan Anggaran 
a. lnstansi 

b. v1ata A ggaran 

8. Pengikut 

7. a. Lamanya Perjalanan Dinas 
B Tanggal berangkat 
c Tanggal harus kembali l 

• 

• 6 a. Tempat berangkat 
o. Tempat tujuan 

5. Alat angkut yang dipergunakan 

4. Maksud Perjalanan Dinas 

• • 

3. a. Pangkat dan Golongan menurut 
PP No. 22 Tahun 2013 
b. Jabatan 

c Tingkat menurut peraturan 
perjalanan 

2. ama Pegawai yang diperintah 

• PA/KPA 

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS 
(SP PD) 

1 Pejabat )fang memberi perintah 

" 
• 

• 
• • •••••••••• t . Norn or • 

........................... 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

website ···· 

Lembar ke : 
Kode No : 

• 

PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA 
SEKRET ARIA T DAE H 

Jal an Norn or Betun, Nusa Tenggara Timur 85762 
Telp, (0389) , Faks. (0389) e-mail . 

- • • 

• ' 
- 17 ~ 



an pe 
esalah 

• 

• 
Vil, 

VI. CATATAN 
• 

NAMA 
PAMG T 
NIP . 

PA/KPA, 

• 

V. Tiba kembali di : 
Pad a tanggal : . 
Telah diperiksa, 
bahwa perjala 
dilakukan atas 
mata untuk k 
waktu yang se 

t 

• 

• • . . '" . 
• . . • .. . .. 

• Berangkat dari 
Ke 
Pada tanggal 
Kepala, 

• ' ,.. . I .: Tiba di 
Pada tanggal 
t<epala, 

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . • 

• .. . .. • 

• . . . 
... • • • • • I • • • • • • • • • • • t • • • • • • • • I a • • . .. " . • Berangkat dari 

Ke 
Pada tanggal 
Kepala, 

• 111.:iba di 
Pad a ta'"'ggal : . 
Kepala, 

• 

• . . " " . 
• .. " .. 

............ " " . • 
• Berangkat dari 

Ke 
Pada tanggal 
Kepala, 

• II. Tiba di . . , . 
Pada tanggal : . 
Kepala. 

Berangkat dari 
(tern pat kedudukan) : . 
Pad a tanggal : . 
Ke : . 
Selaku pelaksana Teknis kegiatan 

• .......................... SPPD No. 
• 

- 18 - 
.. 
' 
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200.000 
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. ...... 

. . .............. 
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200.000 
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La mpirari II) 
- duiam. 

(terdapat 
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Sewa Kendaraan Dalarn Kota • 3 

2. Uang Representase [Lumpsum) ................................................. ~ --,.,, .. , . ......... .__ . 

. ···-·· . ---··--·······················-·········"·····················"'''''''"''""' ...................... Uang Harian [Lumpsum] • 1 
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• II.1 KABUPATEN/KOrrA DALAM WILAYAH PUJLAU 
·----······- - ·-··· ··········•········· ····--········ ······-··· -··-·-····································· . -·······--· .... ·· 
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--··. -· - -···-·-··· ·--· . ··- ····-· . -···----..-.-· PERJALANAN DINAS KE PROPINSI II. 
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- - 200.0©0 
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Lampirari II) 
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- dalam 
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........ . ··-· ····-····· ······· . 400.000 300!000 

1.100.000 1.150. • 1.300.0(!)0 
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

4 3 
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1. 700J00(i) 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• 

W AKiiL BUPATI 

6 5 

PIMBINA:N DBRD BUPATI / 

9 
TINGKAT (A2}1 

DAN SEKDA 

• 

'll'INGKAT (Bl 

•DPRD 
ANGGOTA 

• 

......... ·--····· ... ································-···················-····-····-·--·········-·················--················ 

3. Sewa Kendaraan Dalam Kata 

2. Uang Representase (Lumpsum) ..... ..,, .. __ ····················· . ... - . -~ ····-· - ··-· . ··········-····· .. 

.............................................. ............. _ '"'' -· -- . __ ._...,.,, ...•...... Uang Harian (LumIDs1.1111) • 1 
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2 1 
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TING KA 1JAN / SATU AN 
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'--_O_H_ ----------~·..Q2Q:Q_QQ_ -------------2~9-:.Q_~Q- !_~2:.2.Q_<!_J !_QQ:_Q_Q_Q_ --------- 500. 000 450. 000 ---------------- --~ -------- ------------- -----~ 

4501. OH 

OH 

OH 

OH 
450. 

50.000 

OH 

OH 
• 

• OH 
OH 

OH 

OH 

OH 400.000 3.000.000 1_s_o._o_oo-+- 1_s_o_.o_o_o 10_0_._oo_o_ -----=-50.:....0~·..;;.,; 

3.000.000 750.000 750.000 700.000 ------+-------------------- 
3.000.000 750.000 750.000 700.000 '------------ f------- ... 
3.000.000 750.000 750.000 700.000 500.000 r-------------------1-------- 
3.000.000 750.000 750.000 700.000 500.000 r------1-------r-----1---------r- 
3.000.000 · 750.000 750.000 700.000 500.000 i------1-------r-----f--------1--- 
3.000.000 750.000 750.000 700.000 500.000 ------1-------r-----1------..;._;_ 
3.000.000 750.000 750.000 700.000 500.000 ------------- ------- 
3.000.000 750.000 750.000 700.000 500.000 ------------------------- 
3.000.000 750.000 750.000 700.000 500.000 -------------------------- 
3.000.000 750.000 750.000 700.000 500.000 r------------~--------------- 
3.000.000 750.000 750.000 700.000 500.000 

OH 

5 KABUPATEN BELU 

6 KABUPATEN ALOR 

7 KABUPA'fEN LEMBATA 

8 I<ABUPA'fEN FLORES TIMUR 

9 KABUPATEN SlKKA 

10 KABUPA1'EN ENDE 

11 KABUPATEN NAGEKEO 

12 KABUPATEN NGADA 

13 KABUPATEN MANGGARAI TIMUR 

14 KABUPATEN MANGGARAl 

15 l<ABUPATEN MANGGARAI BARAT 

16 KABUPATEN SUMBA TIMUR 

17 KABUPATEN SUMBA TENGAH 

TINGKAT (B) TINGKAT( TINGKAT (Cl) 
TINGKAT (A) TINGKAT (Al) TINGKAT (A2) 

7 8 6 5 • 2 3 4 l • 
• 

1 KOTA. KUPANG OH 3.000.000 750.000 750.000 700.000 550. 450.000 

2 KABUPATEN KUPANG OH 3.000.000 750.000 750.000 700.000 550.0 450.000 400. 

3 KABUPATEN TIS OH 3.000.000 750.000 750.000 700.000 550.000' .ooo 400.0 
4 KABUPATEN TIU OH 3.000.000 750.000 750.000 700.000 500.000 400.000 

TEMPAT TUJUAN 
ANGGOTA DPRD SATUAN BUPATI DAN WAKIL 

BUPATI 
PIMPINAN DPRD 

DAN SEKDA 

• 

• 

• 

NO 

SATUAN BIAYA PENGINAPAN D 

; ' 



• •• • 

• • 

' 
• 

• 

IJ/. BUP _..- 
( .... ~.r-v 

• 

400.000 • ()(.)t) 

011 TF:.. 
7 3. Oil A 

.oo 1-i 'ATF. 
3 

r1 

AT1 
T1 

0 

l 

l 



- 
. ..... 

.. 

• • 

OH 
0}-1 

OH 
OH 
OH 

OH 
OH 

OH 
OH 1.300.000 9_oo_._oo_o-+- __ .:....9o_o_.o_o_o_ 750.000 650. ---------~--- 

3.335.000 900.000 900.000 750.000 000 -------------------+------- . 
3.810.000 900.000 900.000 750.000 ----------~-i------+----- 
3. 700.000 900.000 900.000 750.000 ------,------+-----..:.....:...:..:..:....:....:_ _ 
8. 720.000 900.000 900.000 750.000 ---~~ f--------------~----- 
4.150.000 900.000 900.000 750.000 I 6~C".::2Q~~ ------~-----r--~----~ 4. 100.000 900.000 · 9c)o.ooo r----7s_o_._oo_o_· ,- 6 ... o. 

4.400.000 900.000 900.000 750.()00 650.000 

9 BENGKULU 

10 BANGKA BELITUNG 

J 1 BANTEN 

12 JAWA BARAT 

13 D.K.I JAKARTA 

14 JAWA TENGAH 

15 D.J YOGYAKAR1'A 

16 JAWA 'fTMUR 
17 BAL{ 

5 JAMB! OH 4.000.000 900.000 900.000 750.000 

6 SUMATRA BARAT OH 4.240.000 900.000 900.000 750.000 

7 s TRA SELATAN OH 4.680.000 900.000 900.000 750.000 

8 LAlvIPUNG OH 3.960.000 900.000 900.000 750.000 650. 550. 

550.000 - 
550.0001 - 

.0001 ~---- 
0 

2 1 

1 ACEH 

2 SUMATRA UTARA 

3 RIAU 
4 KE:PULAUAN RIAUi 

TINGKAT (A) TINGKAT (Al) TINGKAT (A2) __ T_IN_G_KA_T....:.(B.....:)-+-_T_I_N_G_KA_T_( 
3 4 5 ~-__.:6::_.. __ +- 7 __ 

__ o_H_+-- __ 4_._42_0_.o_o_o_ 900. ooo 9_o_o_.o_o_o __:_7 s=-o:..:.·-=-oo-=-o.:...+ 6_s_o_. _ 

OH 4. 960.000 900.000 ,----9_0_0_.0_0_0 15_o_._oo_o_.:_ 65_o_._o_ 

OH 3.820.000 900.000 900.000 750.000 --------4-------+----~ -----~ 
OH 4.275.000 900.000 900.000 750.000 ---'-------------+------ ---- 

TINGKAT re 
8 

T (C2) 

NO TEMPAT TUJUAN (PROVIWSI) SATUAN PIMPINAN QPRD ANGGOTA DPRD 
DAN SEKDA 

BUPATI DAN 
WAKIL BUP.ATI 

• 

SATUAN BIAYA PENGINAPAN LUAR WILAY, 

, ' 

• 
.. 



r l 

• .... 
~ 

550.00 
550. 00 

550. 
550. 

550. 

• 

OJ-f 
OH 900.000 ......------- 

900.000 
900.000 1-------- 
900.000 

32 PAPUA 
33 PAPU.i\ BAP..AT 

28 SULA \1,'ESI TENGAH OH 2.030.000 900.000 ,,. 900.000 750.000 
29 SULAWESI TENGGARA OH 1.850.000 900.000 900.000 750.000 
30 UKU OH 3.000.000 900.000 900.000 750.0()0 

31 UKUUTARA OH 3.110.000 900.000 900.000 750.000 50 

GGARABARAT 

l 

18 

NO TE1'1PAT TUJU,W tPRO INSI) SATLJAN ANGGOTA OPRD PIMPINAN DPRD 
GAN SEKDA 

BUPATI DAN 
WAKIL BUPATI 

• • • 

• 

• 

TINGI<AT (A) TINGKAT (Al) TINGKAT (A2) 
3 4 5 

OH 3.500.000 900.000 900.000 - 
19 KALfM1\1'l'TAN BARAT OH 2.400.000 900.000 900.000 - 
20 KALI~iAi'iTAN TENGAH OH 3.000.000 900.000 900.000 f------- ---- 
21 KALil\.W TAN SELATAN OH 4.250.000 900.000 9_0_0_.o_o_o-+- 7_5_0_.o_o_o _ 

22 KAL Ll\J\"'TAN TIMUR OH 4.000.000 900.000 900.000 750.000 ---- ---+------~ ------+--------- 
23 KftLI~W rTAN UTARA OH 4.000.000 900.000 900.000 1-----7_5_0_.0_0_0 6_- _ 

2-t SUL . .\\\TESI UTARA OH 3.200.000 900.000 900.000 ~--..:_75,:_0..:_._oo_o-+ 6_-_ 
25 GOR01 TALO 750 000 OH 1. 320.000 1----9_0_0 ._o_oo-+ 9_o_o ._o_oo_ ~--_:__:=---· --+------ 
26 SUL<\\\.ESI BARAT OH 1.260.000 900.000 900.000 750.000 ~--+-----~ 1------~r---~- 

,_27-+_SU..:_LA::..::.:..:V.:..:...E=-S=..:I:......:S:..:E=.:L=..:A:.:..T.:..:.-'\N::..:._____ 0 H 4. 8 2 O. 000 9 00. 000 9 00. 000 7 50. 000 ~ r---+------- 1------~f-~- 



780.000 

OH 
H 

OH 
OH 

OH 
OH 

OH 
OH 

OH 

OJ-I 

800.000 OH 
790.000 

790.000 

OH 

OH 
700.000 OH 
710.000 OH 

710.000 
700.000 

OH 
OH 

710.000 OH 
700.000 OH 

770.000 

710.000 

OH 
OH 9 BENGKULU 

10 BANGKA BELITUNG 

11 BANTEN 

12 JAWA BARAT 

13 D.K.I JAKARTA 

14 JAWA TENGAH 

15 D.I YOGYAKARTA 

16 JAWA TIMUR 

17 BALI ~~~~~~~~~~~~- 
18 NUSA TENGGARA BARAT 

1 ~ NUSA TENGGARA TIMUR 

20 KALIM..ANTAN BARAT 

21 K.ALIMANTAN TENGAl-I 

22 KALIMANTAN SELATAN 

23 KALIMANTAN TIMUR 

24 KALIMANTAN UTARA 

25 SULAWESIUTARA 

26 GORONTALO 

27 SULAWESI BARAT 

28 SULAWESI SELAT 

29 SULAWESI T 
30 
3'1 

32 MA 

33 

34 

BUPATI DAN WAKIL BUPATI SATUAN 

• 

BIAYA SEWA 

NO 

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI MALAKA 
NOMOR 24 TAHUN 2017 
TANGGAL 2 MEI 2017 

SATUAN BIAY 
A SEWA KENDARAAN DALAM KOTA 

• 

• 

• • 

' 

I 



• 

I 
, ... ("") , • 

, tl,BTJPATI M 
• 

• 

Pimpinan DPRD, Anggota DPRD 
dan Pejabat Eselon II 

2 • Sesua1 
• 

Kenyataan 
Kelas I B Eksekutif Ekonorni 

C,Cl,C2 

Al,A2,B 

Sesuai 
Kenyataan 

Kelas II A Eksekutif Ekonorni Pejabat Eselon II i/PNS Golongan 
IV, Pejabat Eselon IV /PNS/CPNS 
Golongan lll, PNS Golongan II, I 
dan PTI 

3 

PEJABAT YA~JG MELAKSANAKAN 
TING KAT 

NO BIAYA MODA TRANSP"ORTASI 
PERJALANAN PERJALANAN PESAWAT KAPAL KER ETA LAINNYA 

OINAS UOARA LAUT API/BUS 
• 1 2 3 6 7 4 5 
1 Bupati dan Wakil Bupati 

. 

Spesial/ Sesuai • 

A Bisnis VIP/ 
Kelas \ A Eksekutif Kenyataan 

• 
• 

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI MALAKA 
NOMOR 24 TAHUN 2017 

• 

TANGGAL 2 MEI 2017 
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